Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Rembang
Perda No. 4, Lembaran Daerah 2019/No. 4, 37 hlm.

PD. BPR BANK REMBANG

ABSTRAK : -bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi
PD BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang untuk
mendorong  pertumbuhan ekonomi, peningkatan
pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan
modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah
serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah,
maka perlu dilakukan penguatan dan peningkatan
kinerja

-bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 114 Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah, bentuk hukum PD BPR Bank
Pasar Kabupaten Rembang sudah tidak sesuai dengan
ketentuan sehingga perlu dilakukan penyesuaian

-dasar hukum: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan




Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173)

CATATAN

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan 15 Januari 2019 dan ditetapkan
Januari 2019
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